
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 
SALINAN 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 37 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN 

DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah 

ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur 

Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan 

Timur Nomor 51 Tahun 2021, perlu ada penyempurnaan 

terkait tata cara perjalanan dinas dalam negeri dan luar 

negeri; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur 

Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur, 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur 
Telepon (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111 

Website : http://kaltimprov.go.id 



2 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6781); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di 
Lingkungan Kementeria_n Dalarn Negeri Dan Pemerintahan 
Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1133); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 
ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur Tahun 2020 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan 
Peraturan Gubernur : 
a. Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 41); 

b. Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur 
Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 3); 

c. Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur 
Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 51). 

Diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan pada Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 
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3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah DPRD Provinsi Kalimantan Timur. 

6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan 
DPRD pegawai dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang 
menjadi kewenangan daerah provinsi. 

7. Pejabat adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Timur, termasuk Pimpinan Anggota DPRD. 

8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai yang diangkat dalam pangkat 
dan jabatan tertentu oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas 
suatu jabatan serta digaji menurut peraturan perundang-undangan. 

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Pegawai ASN 
yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah 
dan ketentuan Undang-Undang. 

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 
bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. 

11. Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, 
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 
Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana. 

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi 
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan 
pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

13. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan 
Fungsional pada instansi pemerintahan. 

14. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah 
CPNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa 
percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan pa1ing lama 2 
(dua) tahun serta digaji menurut peraturan perundang-undangan. 

15. Non PNS adalah setiap warga Negara Indonesia yang berkerja di 

lingkungan Pemerintah Provinsi berdasarkan kontrak kerja. 

16. Diluar PNS adalah setiap warga Negara Indonesia yang berasal dari 

profesi tertentu dan tenaganya dibutuhkan untuk menunjang suatu 
kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya. 

17. Pihak Ketiga adalah perusahaan swasta dan lembaga di dalam 

negeri, pemerintah negara asing, badan dan organisasi internasional, 

badan swasta asing dan perusahaan swasta asing. 

18. Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan yang 

selanjutnya disingkat TGUP3 adalah tenaga PNS dan non PNS yang 
memiliki keahlian dan dibentuk oleh Gubernur yang mempunyai 

tugas khusus dalam membantu Gubernur. 
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19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat 
perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada 
pelaksana perjalanan dinas. 

20. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak menerbitkan 
Surat Perintah Tugas. 

21. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah Surat 
Perintah kepada Pejabat/PNS,CPNS, Non PNS untuk melaksanakan 
Perjalanan Dinas sesuai Surat Perintah Tugas. 

22. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas 
kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ketempat yang 
dituju melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan 
semula didalam negeri. 

23. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat 
kedudukan yang lama ketempat kedudukan yang baru berdasarkan 
surat keputusan pindah dan bukan atas permintaan sendiri. 

24. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan 

dinas keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam Wilayah 
Indonsesia untuk kepentingan Negara. 

25. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan 

kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik 

dilakukan oleh pejabat daerah/pegawai negeri, di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas perintah pejabat 
berwenang yang dananya berasal dari APBD. 

26. Pihak Lain adalah orang perorangan Warga Negara Indonesia selain 

Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan 

Anggota DPRD, ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah dan 

Pejabat lain yang melakukan Perjalanan Dinas termasuk Anggota 

Keluarga yang sah dan pengikut rombongan lainnya. 

27. Anggota Keluarga adalah meliputi suami/isteri dan anak. 

28. Lumsum adalah sejumlah uang yang dibayarkan sekaligus. 

29. At cost atau biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan 

bukti pengeluaran yang sah. 

30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 

pendapatan, be1anja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

31. Pendampingan adalah Ajudan, Sekretaris Pribadi, Asisten Pribadi, 

Pramu Pimpinan. 

32. Keadaan Kahar adalah keadaan tertentu atau diluar kondisi normal 

yang disebabkan oleh kegiatan bencana alam, kerusuhan masal, 

tidak ada penerbangan atau kondisi tertentu lainnya yang tidak ada 

direncanakan sebelumnya. 

2. Ketentuan Pasal 23 diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf 

(d) dan (e), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 23 

Pelaksana perjalanan dinas Luar Negeri dapat dilakukan oleh: 
a. Gubernur dan Wakil Gubernur, 
b. Pimpinan dan Anggota DPRD, 
c. ASN, 
d. Pihak Ketiga; dan 
e. Pihak Lain. 

33. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27, disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 26A 
dan Pasal 26B, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 26A 

Dalam hal perjalanan dinas mengikutsertakan Anggota Keluarga, 
permohonan perjalanan dinas diajukan dengan melampirkan surat 
keterangan ikut serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - 
undangan. 

Pasal 26B 

Keikutsertaan Anggota Keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 26A, 
dibebankan dengan biaya pribadi. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur. 

Ditetapkan di Samarinda 
pada tanggal 31 Oktober 2022 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd 

ISRAN NOOR 

Diundangkan di Samarinda 

pada tanggal 31 Oktober 2022 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, 

ttd 

SRI WAHYUNI 

Salinap sesuai dengan aslinya 
SE -E_TARIAT RAH PROV. KALTIM 

KEP RO HU M, 

PARMI 
rOPM306 0512 198903 2 009 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 37. 


